
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 
NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MuARA ENIM, 

Mcnimbang : a. bahwa untuk mP)aksanaan ketentuan pasal 184 ayat ( 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 200'1tang Pemerintah 
sebagairnMa tclah beberapa kaJi diubah terakhir dcngan Undang-undang nomor 12 Tahun 200,.epala Daerah me 
Rancangan Peraturan Dacra}i tcn tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewterwakilan Raky, 
(DPRD) Lerupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pcmeriksa Keua11gan paJingJat 6 (enam) buL 
Tahun Anggaran f3crakhir. 

Mengingat 

h . bahwa Pc-n,mggungjawaban Pclaksa.naan J\PBD scbagai mana dimaksud huruf a pcrlu ditetapldengan Pcraturc 
Tcnt~mg Pcrt,mggungjawaban Pclaksanaan J\PBD Kabupaten Muarn. Enim Tahun 2013; 

l . Undang-Undang omor 28 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II dan Kotaja di Sumatcr 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Rept Indonesia Nome 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun i 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R>lik Indonesia Ta 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dh dengan Undan 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambah:embaran Negara 
Indonesia Nomor 3569); 



3. Unclang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tenlang Bea Pcrolehan Hak Alas Tanah da11 I lnnguna!mbaran Negara 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368ebagaimana Lela 
dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun ) nomor 130 , T 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan B<: dari Korupsi, K1 

Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembanegara Republik : 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik mesia Tahun 20( 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6 . Undang-Undang Norn0r 1 Tahun 2004 tent~g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reik Indonesia TaJ 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangaembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

8. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcnta.ng Pcrneriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawaluangan Negara ( 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoncNomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta n g S1sLem Pcrcncanaan Pembangunan Nasion~mbaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4421 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Reik Indonesia Ta 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah :rapa kali diuba 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Ta1iun 2008 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahu)08 Nomor 59; ~ 

Lembaran Negara Republik Indone;sia nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Ptrlan Pemerintah: 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Repulndonesia Nomo 

12 . Undang-undang n omor 2 taJrnn 2008 tentang partai politik ( Lembaran Negara Republik Incsia ta.hun 2008 
Tam bah an Lemba.ran ;'-l'cgara Repubhk Indonesia l\omor 480 l ); 



l3 . Unda n g-undang n om or 27 tah un 2009 tent a11g MaJeli s Pcrmu syawarat~m Rakya t , I kw.in l'c rwJ1 Rakya t, DPD c 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nom or 123 , Tambahan 1..-e mbaran Negaepublik lndonesi , 
5043); 

14 . Undang-Unda ng Nomor 28 Ta.b u n 2009 tentang Paj ak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembarlcgara Republik 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelruan Pemerintahc 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rept Indonesia Nome 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Jinan dan Anggo 
Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 ,:-ibahan Lembarc 
Republik Indonesia Nomor 441 6) sebagaimapa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peran Pemerintah 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembat-J'egara Republik 
Nomor 47 12); 

17 . Peratu ran Pemeri n tah Nom or 23 Tahun 2005 tentan g Pcngelola an Keu angan Sadan LayarUmum (Lemban 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48 , Tambahan Lembara.n Negara Rcpubhk Indonesia Norl502); 

18. Peratu r an Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pcmain tahan (Lem baNegara Repu blik 
Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran ega ra Rcpublik Indonesia Nomor 4503): 

19. Peraturan Pcmerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinJaman Daera.11 (kmba ra n Negara Rdik Indonesia Ta 
Nomor 136 , Tambaha n Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 574) ; 

20 . Pera turan Pemerin tah Nomor 55 Ta.hun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara R,Iik In donesia Ta 
Nom or 137, Tarnbahan Lem baran Negara .Repu blik In d on esia Nomor 4575) ; 

21 . Peraturan Peme1intah Nomor 56~ Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerahmbaran Negara 
Indon esia Tahu n 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik In dor1esia Nomor 457{ 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lnd01 Tahun 2005 Ne 
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4!177) ; 

23. Pcratu ran Pernennt;-ih Komor 58 Ta.bun '.?00.:1 tcn rang Pen1~elolaa11 J,;:euangan Daerah /Lembar!egan1 Hcpubhk 
Tahun 200'.) l\nmor 140. ':',tmbah,m Lf'mb:➔ r,111 Ncgarn Republik lndc1nt"s1;i Nomor 4'.')78) : 



I 

24. Peraturan Pemcrinta h Nomor 65 Tahun 200 5 Tentang Pc<.loman Penyusunan clcin pcncra paandar Pelayanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaraJ1 Negara Rqk Indonesia Norn 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tenlang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan lnsi Pemerintah (I 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndornNomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Printah, Pemerinta 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia TahtJ07 Nomor 82, T 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Qrganisasi Perangkat O2.erah (Lembaran Negara Reik Indonesia ':'al 
Nomor 89, Tambal:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keua.'1gan Kepada Panai Politl~mbaran Negara 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 

29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t<.:nlang Pcdoman Pcngclolaan K1gan Dacrah scb 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2tentang perubah 
atas Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa n Kcuai Daera h . 

30. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 3 7 Tahun 201 2 Tcntang Pedoman Penyusunan J\ngg Pendapatan da 
Dacrah Tahun Anggaran 2013. 

3 1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoh Keuangan Pim1 
Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lcmbaran Dacrah KabupcMuara Enim ta 
Nomor 7) sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Ka bupa tenara Enim Noma 
2007 (Lembaran Daerah Kabupateh Muara Enim Tahun 2007 Nornor 2); 

32 . Peraturan Daera11 Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangu Jangka Panjar 
Kabupaten Muara Enim Ta.hun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun '.:; Nomor 8) ; 

33. Peraturan Daerah Kabupalen Mu ara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Un1 san Pemenntah 'ang Menjad1 Ke 
Pemenntah Kabupaten Muara Eru m (Lembcu-,m Daer:=ih Kalmpatcn rviuara Enim tahur• 2008 N0nO}: 



3,1 . Pcraturan Daerah Kal.Jupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Pembcntuk;111 < >rg,t111!lan Tata Kerja S1 

Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembara.n Daerah Kabupaten Muara Enirn tahun 2008 Nomor : 

35. Pera turan Daerah Kabupa tcn Mua.ra Enim Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukarganisasi dan T, 
Inspektorat , Satu aJ1 Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lemba.Daera.h Kabupat< 
Enim Tahun 2008 Nomor 25); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukarganisasi dan T: 
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Nomor 26); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organidan Tata Kerja I< 
dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 2 

\ 

38. Peraturan Oaerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok ~Iola.an Keuangai 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12) ; 

39. Pcraturan Daerah Kabupatcn Muara Enim Nomor 22 Ta.bun 2008 Tentang Pen gclolaan Bai Milik Daerah (I 
Daerah Kabupater. Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13); 

40. Peraturan DaeraJ1 Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangu0angka Menenga 
Ka.bu paten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun : Nomor 20); 

41. Pcraturan Daerah Ka.bu paten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembc:Dacrah Kabupat 
Enim Tahun 2010 Nomor l); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapat.an Belanja Daer. 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupatcn Muara Enim Tahun 20 12 Nomor 12) ; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Muhra Enim Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Aangg Pendapata.n da 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 

DAN 
BUPATI MUARA ENIM 

MEMUTUSKAN : 

Mcnetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pl\PATAN DAN 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 
c . Laporan arus kas; dan 
d . Catatan atas laporan keuangan 

(2) Laporan keuangan sebagair.1ana dimaksud pada ayat ( l) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtiLaporan Keuang 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalarn pasal l huruf a tahun anggaran 2013 sebagai '::ut: 

a . Pendapatan 
b . Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

c Pem biayaan 
- Pencrimaan 
- P~ng<"l11aran 

l'crnhi;1vaan Netto 

Rp. l.845.100.169.543,54 
Rp. 1.974.657.459.760,54 

( Rp.129 .557 .290.2 17,00) 

Rp. 353 .245.427.248, 15 
Rp 3 '27.629.902.918,15 

Rp. 327.629 .902 .918. IS 



Pasal 3 

Uraian la pora n realisasi anggaran sebagaimana dimaksud daJam pasaJ 2 sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.696.332.597 ,91 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan setelah peru bahan 

b . Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp.1.854.796.502.14 l ,45 

Rp .1.845.100.169.543,54 

Rp. 9.696.332.597,9 1 

(2) Selisih anggaran dengan reaJisasi belanja scjumlah Rp.209 . 151.524.903 ,80, dengan rincian sebagai tut : 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.2 . 183.808.984.664,34 

b. Realisasi 

Sclisih lebih/ (kurang) 

Rp. l.974 .657.459.760.54 

Rp. 209.151.524.903,80 

(3) Sclisih anggaran dengan rcalisasi surplus/defisit sejumlah (Rp . 199.455. 192.305,89), Jcngan rincianagai benkut: 

a. Surplus/defisit setelah p~rubahan (Rp.329.012.482 .522,89) 

b . Realisasi 

Selisih !ebih/ (ku rang) 

(Rp.129.557 .290.217 ,00) 

(Rp.199 455 .192 .305,89) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.40.535.912.431,74 , dengar::ian scbagai beri 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

sctelah pembahan 

b . Realisasi 

Sc li s ih lebih / ikurn11g) 

Rp.393. 781.339 .6 79 ,80 

Rp .353 .245.427.248!1 ~ 

Rp 40 .51 ~ .9 11A3 J .7,l 



(5) Selisih anggaran dengan realisasi p en geluaran pembiayaan sejumlah Rp.39 . 153.332.827 .UO dcngan tan sebagai berik1 

a. Anggaran p engeluaran pembiayaan 

setelah peru bahan 

b . Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp.64.768.857.157,00 

Rp.25.615 .524.330,00 

Rp.39 . 153.332.827,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.382.579.604,74, dengan rincian S?;ai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan n e tto 

setelah peru bahan 

b. Realisasi 

Selisih lebih / (kurang) 

Rp .329 .012.482.522,89 

Rp .327 .629 . 902. 918, 15 

Rp. l .382.579.60'1,7'1 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dima.ksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desemba tahun 2013 sebagai berikut : 

a. Juml3.h asset 

b . Jumlah kewajiban 

c. Jumlah ekuitas dana 

Rp.4 .656 .391.796.36 l, 10 

Rp. 60.617. 757.040,03 

Rp.4.595.774 .039.32 l ,07 

Pasal 5 

L,1pornn an1s kas scbag.-iimana d1maksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang bcra.kh1r sa.mp.:.u der .3 l Dcscmbcr u 



a. Saldo kas awal per 1 Januari 20 13 Rp. 315.489 .680 . 136,63 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 689.523.277 .502 ,75 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset 

11011 keuangan (Rp.819 .080.567.719,75) 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 12.140.291.895,52 

e. Aru ::; kas dari aktivitas non anggaran (Rp. 69.114,00) 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp.198. l 04. 162.020 , 15 

Pasal 6 

Catalan atas laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pasal l huruf rl tahun anggara n 2013 mot informasi bail 

kuantitatif maupun kualitatif a tas pos-pos laporan keuan gan. 

Pasal 7 

Pertanggunizjawaban pelaksanaan J\PBD scbagaimana dimaksud pada pasaJ 1 tercantum dalam Lamn Peraturan Da, 

tc:rdiri dari : 

a. Lampirnn I 

Lampiran I. 1 

Lampiran 1. 2 

Lnrnpiran I 3 

Laporan rcalisas1 anggaran 

Ringkasan laporan rcalisasi anggaran menuru t urusan pemerintah daerah dan nisasi 

Rincian laporan rca.lisasi anggaran menurnt urusan pemerintahan daerah orgasi. pcndapatan 
dan pembiaya,m 

Rckap1tulasi rct1l!s;1~i anggara11 bdan_1a d:1t>rah rncnurul urus:m pcrncrintahanrah. orgc1nist1s1, 
clan kc·giat<m 



Lampiran 1.4 

Larn piran I. 5 

Lampiran l.6 

Lampi ran I. 7 

Lampiran l.8 

Lam piran I. 9 

Lampiran 1.10 

Lampiran I. 1 1 

b. Lam pi ran IJ 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

Rekapitulas1 real!sas1 c1nggaran belanja daerah untuk kese larasan cl ;,n kc terpa,1 urusan pcmenn 

Daftar piutang daerah 

Oaftar penyertaan modal (investasi) daerah 

Daftar r calisasi pcnambahan dan pengurangan asset tetap daerah 

Daftar realisas i penambahan dan pengurangan asset lainnya 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dannggarkan kemb, 
tahun anggaran berikutnya 

Daftar dana cadangan daerah dan 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 

Neraca 

Laporan arus kas 

Catatan atas laporan keuangan 

Pasal 8 

Lampiran laporan keu . .,ngan scbagairnuna dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dan : 

a . Laporan kinerja tercanturn dalam Lampirar1 V Pcraturan Daerah ini . 

b . lkhtisar laporan kcuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam LampiVI Pera tu ran Da< 

Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tcntang penjabaran pertanggungjawaba11 pelaksanaan APBD seu nnc1an lebih 1 

pcrtang?"ung_jawah,H1 pt"laksanaan APBD . 



Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dcngan pcncmnnya dalam Ler 

Daerah Kabupaten Muara Enim 

Diundangkan di Muara Enirn, 

pada Langgal 18 Agust us 20 14 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUARA ENIM, 

~TAUFIK RAHMAN 

LEMBARAN O/\ERAH K.I\BUPATEN \1UJ\RA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 10 

Dile apkan di Muanim 

Pad 

U_BUP 

tanggal 18 A0s 2014 

I MUARA EN--f 

;t.. MUZAKIR SAi SOH. 


